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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 57 Tanun 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN

Menimbang :

Mengingat

PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SINTANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta
perubahanya, dan  dalam rangka  penyelenggaraan
pembangunan di Kabupatén Sintang, serta agar tercapai tertib
administrasi, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk

mengatur  tentang Pelaksanaan Pengelolaan  Kegiatan
Pembangunan dimaksud;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di

G

i

atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan
Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan
b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negarg Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubgh dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta]_'lun 2001' Nomor 134, amban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415g, an

*Undang -Undane
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gndang-lllzdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
cgara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

N 4y, 2bah i donesia
Nomor 4286); an Lembaran Negara Republik In

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelengaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957 ));

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran —""
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah N P
38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun.2005 tentang Dang
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesijg Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentan
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Nega_ra
Indonesia Tahun 2005' Nomor 138, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

B Sistem
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Peraturan } ‘ :
Pengelolaan pﬁ?e““tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Uang;an Daerah (Lembaran Negara Republik
) 05 Nomor 14 Lembaran
Negara Republik Indonesia No err 4507’8):1"3111bahan

Peraturan Pemerin
Penyusunan Dgp
{Lembaran N
Tambahan

tah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penerapan Standar Pelayanan Minimal
€gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); '

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741});

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakygt Daerah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Slptang Nomor 1 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tghun 2005 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten' Sintang Nomor 25 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun ‘2006 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 200g
intah Kabupaten Sintang (Lemi
Peéril:;ng Tahun 2008 Nomor 1, Ta;xnlb:fl:;

bupaten Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah
tentang Urusan

Daerah Kabupaten
Lembaran Daerah Ka

25.Peraturan“ .
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25. Peraturan Daerah Kaby : 2011
paten Sintang Nomor 2 Tahun

tentang Susunan Organigas; Peranggkat Daerah Kabupaten

Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 2);

26. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

29. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang e-purchasing;

30. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang e-tendering.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN SINTANG.

BAB 1
Ketentuan Umum

Pasal 1‘

?alﬁm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

y Eaerah adalah Kabupaten Sintang.

pemer?ntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
emenr?ta_h Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
d?rlnam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
194?.(311(1 dalam Undang-Undang :Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
g:mef‘intah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
u“y e‘_enggara Pemerintahan Daerah.
erF:ttltlx adalah Bupati Sintang. o
bugy 011"an Bupgtl .S'mtang adalah.Peraturafx Perundang-Undangan yang dj
Per ¢h Bupati Sintang. : )
nE]lturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentyk oleh
Pep, 382 Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara Umum
Lemggmdangan adalah Penempatan Peraturan Pemnda.ng—Undangan da;l
Iy, 22 Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara RePUbach
: Ones{a, Berita Acara Republik Indonesia, Tambahan Beritap Ne X
;ﬂesla, Lembaran Daerah dan Berita Daerah. gara
Rencaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBp ,q
ang : Daerah i alah
;Zramrankgz:faian Tahunan Peménnwhan aeral yang ditetapkan dengan
ya:legang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daeran
kesely, karena jabatannya mempunyai JeEWCOANEAN  mery elenggarakap
Tuhan pengelolaan keuangan daerabh.

v 9.Pemegang.”
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ja Perangkat .
gioen, KE0% . pee Jang selanjutnya disingkat SKPD adalah
z?;rgzr;fan /pengglun}? barang, Pemerintah  daerah  selaku pengguna
pEjabats]::t?agaioKid:%ae?Enangaerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
ala 52 PBD dan bertie g 2crah yang mempunyai tugas melaksanakan
engelolaanAn STy AR n;lak Sebagai Bendarawan Umum Daerah.
penggunad ANEs Yang selanjutnya  disebut PA adalah Pejabat Pemegang

Kewenangan Pengguna  Anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan _ Kerja

angkat Dacrah atau  Pejabat : g Tais
g‘:;gg%ll:!aan APBN/APBD. yang disamakan pada Institusi

kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang

" gitetapkan oleh PA untuk mengggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala

paerah untuk menggunakan APBD.
pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD

" adalah pejabat yang mt?laksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
_ pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat

yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

_ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah

pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit

Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
di Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Pemerintah
lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit
yang sudah ada.

. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah

Unit Kerja/Tim untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan
berang/jasa secara elektronik.

. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa

yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun
oleh penyedia barang/jasa.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorang yang
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
Pemilih Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia
barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

BAB I1
Makasud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
Penyelenggaraan pembangunan dan sebagai upaya untuk mewujudkan
€satuan pemahaman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan

Peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan

@pat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

Juan darj Peraturan Bupaf_i ini adalah untuk :

terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah;

terciptanya tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah;

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;

miningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitag

Pelak . :

menms?ﬂ?:inaﬁergiZ?;iung:éAaH Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 4 —
Pelaksanaan kegiatan;
Mewujudkan keterpaduan,
Sasaran, tertib administrasi

> Qo O'ﬂ"?ﬂ-

)

keserasian, tepat waktu, tepat muty, tepat
dan disiplin anggaran.
BAB 111
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RUANG LINGKUP

Paﬁal 3

. p yang diatur dalam Peraturan inj : »

Ruisalgr;%lgngelola} Kegiatan Pembangunan;m’ meliputi

Pejl Jksanaan kegl.atan pembangunan;

' pelaksanaan kegiatan pengadaan barang//jasa;

pengendalian administrasi pembangunan;

. syrat-syarat pencairan dana kegiatan pembangunan; .
Mekanisme penggunaan dana sisa tender dan pekerjaan tambah kuran (CO);
Masa pemeliharaan dan uang_Jaminan;
pengawasan pelaksanaa}n kegiatan pembangunan;

’ Moniwﬁ“g dan evaluasi; : ]
Mekanismen penyerahan kegiatan untuk kegiatan fisik dan loporan akhir
untuk kegiatan non fisik;
struktur pelaksanaan kegiatan pembangunan;

1' contoh-contoh dan format.

et o T A0 oW

Pasal 4
Rincian ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai
dengan huruf 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 10
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di
Kebupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

ggar _Sf?tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Upati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 17 Desemmer 2012

BUPATI SINTANG,

MILTSN CROSBY

Diu
padzdangkan di Sintan
al 17 Desemmar 2012
8kx .
AERAH KABUPATEN SINTANG,
L

F MA i i
LI HMAH i

T
A DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 1382Tanuy 291,

.



